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i  Buku Referensi 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa 

(extraordinary crime) yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga 

merampas martabat dan hak asasi manusia. Korban TPPO mengalami 

penderitaan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang mendalam. Oleh 

karena itu, sistem peradilan pidana tidak boleh semata-mata berorientasi 

pada penghukuman pelaku, melainkan juga harus menjamin pemulihan 

yang adil dan bermartabat bagi korban. Salah satu instrumen penting 

dalam pemulihan tersebut adalah restitusi, yang secara normatif telah 

diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

 

Buku referensi ini membahas secara komprehensif mengenai hak 

restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, mulai dari latar korban 

dalam perspektif viktimologi, serta pengertian dan landasan filosofis 

restitusi dalam hukum pidana. Selain itu, buku referensi ini membahas 

dasar hukum restitusi di Indonesia, mekanisme pengajuan dan 

pelaksanaannya, peran aparat penegak hukum dan LPSK, hambatan 

normatif maupun praktis dalam implementasi, analisis kritis terhadap 

praktik peradilan, perbandingan pengaturan di berbagai negara, hingga 

rekonstruksi kerangka hukum yang lebih berorientasi pada korban serta 

berbasis keadilan restoratif dan hak asasi manusia. 

 

Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat dan 

menjadi kontribusi nyata dalam penguatan perlindungan serta pemulihan 

hak korban tindak pidana perdagangan orang. 

 

 

Salam Hangat, 

 

Penulis 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

 

Hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO) merupakan bagian integral dari sistem perlindungan korban 

yang menempatkan pemulihan sebagai elemen esensial dalam 

penegakan hukum pidana. Sebagai kejahatan luar biasa yang melanggar 

martabat manusia dan hak asasi, TPPO tidak hanya menimbulkan 

kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga kerugian ekonomi dan sosial 

yang mendalam, sehingga menuntut mekanisme pemulihan yang efektif 

dan berkeadilan. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai 

restitusi ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta 

diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan dasar hukum bagi 

korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku. Secara 

internasional, kewajiban negara untuk menjamin akses korban terhadap 

pemulihan juga ditegaskan dalam Protocol to Prevent, Suppress and 

Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

sehingga restitusi tidak lagi dipandang sebagai kebijakan pilihan, 

melainkan sebagai hak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, 

pembahasan mengenai hak restitusi korban TPPO menjadi penting untuk 

memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi 

pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat dan 

keadilan substantif bagi korban. 

 

A. Latar Belakang Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Luar 

Biasa (Extraordinary Crime) 

 

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan salah satu 

bentuk kejahatan modern yang paling kompleks, terorganisir, dan 

merusak martabat manusia. Dalam perkembangan hukum internasional 

dan nasional, tindak pidana ini tidak lagi dipandang sebagai kejahatan 

biasa (ordinary crime), melainkan sebagai kejahatan luar biasa 
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(extraordinary crime) karena sifatnya yang sistemik, lintas batas negara, 

terorganisir, dan berdampak luas terhadap hak asasi manusia. Status ini 

bukan semata-mata retorika normatif, melainkan refleksi atas 

karakteristik kejahatan yang mengancam kemanusiaan secara 

fundamental. 

 

1. Perdagangan Orang sebagai Kejahatan Transnasional 

Terorganisir 

Perdagangan orang secara internasional didefinisikan dalam 

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 

Especially Women and Children (2000) yang melengkapi United 

Nations Convention against Transnational Organized Crime. Instrumen 

yang dikenal sebagai Protokol Palermo tersebut menegaskan bahwa 

tindak pidana perdagangan orang memiliki tiga unsur pokok, yakni 

perbuatan (act) seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, 

penampungan, atau penerimaan orang; cara (means) berupa ancaman, 

penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan; serta tujuan eksploitasi (purpose of 

exploitation) yang mencakup, antara lain, eksploitasi seksual, kerja 

paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan. Rumusan ini 

menempatkan perdagangan orang sebagai kejahatan yang tidak berdiri 

sendiri, melainkan terhubung dengan berbagai bentuk kejahatan lain 

yang bersifat terorganisir dan lintas batas negara. 

Gambar 1. Perdagangan Manusia 

 
Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri 

Laporan tahunan United Nations Office on Drugs and Crime 

melalui Global Report on Trafficking in Persons (2022; 2024) 

menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan 
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terorganisir paling menguntungkan di dunia setelah perdagangan 

narkotika dan senjata ilegal. Keuntungan yang besar ini diperoleh 

melalui eksploitasi sistematis terhadap kerentanan manusia, terutama 

perempuan dan anak, yang direkrut melalui tipu daya, jeratan utang, 

maupun penyalahgunaan kondisi sosial-ekonomi. UNODC mencatat 

bahwa kemiskinan, konflik bersenjata, ketimpangan gender, bencana, 

dan migrasi tidak teratur menjadi faktor pendorong yang secara 

konsisten dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk memperluas 

operasinya. Dengan demikian, perdagangan orang bukan sekadar 

pelanggaran hukum individu, tetapi bagian dari industri kriminal global 

yang terstruktur dan berorientasi keuntungan. 

Karakter transnasional perdagangan orang terlihat dari pola 

operasinya yang melintasi berbagai yurisdiksi, mulai dari negara asal, 

negara transit, hingga negara tujuan. Sindikat sering kali melibatkan 

perekrut lokal, pengurus dokumen palsu, penyelundup, hingga pihak 

yang mengeksploitasi korban di tempat tujuan. Selain itu, praktik 

pencucian uang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan, 

sementara celah koordinasi antarnegara dimanfaatkan untuk 

menghindari penuntutan. Kompleksitas jaringan ini menyebabkan 

penegakan hukum menjadi sangat menantang, terutama ketika sistem 

hukum, standar pembuktian, dan kapasitas aparat di tiap negara berbeda-

beda. 

 

2. Pelanggaran Berat terhadap Hak Asasi Manusia 

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan 

yang secara langsung melanggar prinsip-prinsip fundamental hak asasi 

manusia. Praktik ini merampas hak atas kebebasan, hak atas keamanan 

pribadi, hak atas pekerjaan yang layak, serta hak untuk bebas dari 

penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan 

martabat. Dalam perspektif hak asasi manusia, perdagangan orang tidak 

hanya dipahami sebagai tindak pidana biasa terhadap individu, 

melainkan sebagai pelanggaran serius terhadap martabat manusia dan 

nilai-nilai universal kemanusiaan yang dijamin dalam berbagai 

instrumen internasional, termasuk Universal Declaration of Human 

Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Kedua 

instrumen tersebut secara tegas melarang perbudakan, kerja paksa, dan 

segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia. 
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Pada laporan Global Estimates of Modern Slavery (2022), 

International Labour Organization menyatakan bahwa puluhan juta 

orang di dunia masih hidup dalam situasi perbudakan modern, termasuk 

kerja paksa dan eksploitasi seksual. Data tersebut menunjukkan bahwa 

perdagangan orang berkelindan erat dengan struktur ekonomi global 

yang timpang, kemiskinan ekstrem, diskriminasi gender, serta lemahnya 

perlindungan tenaga kerja migran. Korban sering kali direkrut melalui 

tipu daya atau penyalahgunaan posisi rentan, kemudian ditempatkan 

dalam kondisi eksploitasi yang menghilangkan otonomi atas tubuh dan 

kehidupannya. Tidak hanya kehilangan kebebasan bergerak, tetapi juga 

dipaksa bekerja tanpa upah yang layak, mengalami kekerasan fisik dan 

psikis, serta hidup dalam ancaman terus-menerus. 

Karakteristik ini menempatkan perdagangan orang sebagai 

pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena dampaknya bersifat 

multidimensional. Korban mengalami trauma psikologis jangka panjang, 

stigma sosial, kerugian ekonomi, hingga gangguan kesehatan yang 

serius. Lebih jauh lagi, praktik ini merusak tatanan sosial dan 

memperkuat siklus kemiskinan serta ketidakadilan struktural. Dalam 

banyak kasus, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling 

rentan, sehingga perdagangan orang juga berkaitan erat dengan isu 

diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. 

 

3. Kompleksitas Modus Operandi dan Jaringan Kejahatan 

Karakter extraordinary crime pada perdagangan orang semakin 

nyata ketika dilihat dari kompleksitas modus operandi dan jaringan 

kejahatan yang terlibat di dalamnya. Jika pada masa lalu perekrutan 

korban umumnya dilakukan secara langsung di daerah-daerah miskin 

melalui bujuk rayu atau penipuan konvensional, kini pola tersebut 

berkembang mengikuti dinamika sosial dan kemajuan teknologi 

informasi. Sindikat tidak lagi bergantung pada pertemuan fisik semata, 

melainkan memanfaatkan media sosial, platform daring, aplikasi pesan 

instan, hingga situs lowongan kerja palsu untuk menjaring korban. 

Modus ini sering kali dikemas secara meyakinkan melalui identitas 

palsu, perusahaan fiktif, atau agen perekrutan ilegal yang menyamar 

sebagai perusahaan resmi penyalur tenaga kerja. Dengan cara demikian, 

kejahatan perdagangan orang menjadi semakin sulit dideteksi sejak 

tahap awal perekrutan. 
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Laporan terbaru dari United Nations Office on Drugs and Crime 

(2024) menegaskan bahwa digitalisasi telah memperluas ruang gerak 

sindikat perdagangan orang secara signifikan. Teknologi tidak hanya 

digunakan untuk merekrut korban, tetapi juga untuk mengendalikan, 

mengawasi, dan mengeksploitasinya. Media sosial dimanfaatkan untuk 

menawarkan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, peluang pernikahan, 

beasiswa pendidikan, atau investasi yang menggiurkan. Dalam banyak 

kasus, korban baru menyadari penipuan tersebut setelah ia berada di 

lokasi tujuan dan kehilangan akses terhadap dokumen pribadi maupun 

kebebasan bergerak. Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan 

orang bersifat adaptif dan fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan 

perubahan teknologi serta celah regulasi di ruang siber. 

Jaringan perdagangan orang umumnya terorganisir secara 

sistematis dan melibatkan banyak aktor dengan peran berbeda, mulai dari 

perekrut lokal, pengurus dokumen perjalanan, penyedia transportasi, 

hingga pihak yang mengeksploitasi korban di tempat tujuan. Tidak 

jarang jaringan ini juga terhubung dengan kejahatan lain seperti 

pemalsuan dokumen, penyelundupan migran, dan pencucian uang. 

Kompleksitas struktur jaringan lintas wilayah bahkan lintas negara ini 

menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih rumit, terutama 

ketika melibatkan yurisdiksi berbeda dan lemahnya koordinasi 

antarotoritas. 

 

4. Dampak Sistemik dan Multidimensi 

Salah satu alasan mendasar mengapa perdagangan orang 

dikategorikan sebagai extraordinary crime adalah dampaknya yang 

bersifat sistemik dan multidimensi. Kejahatan ini tidak hanya 

menimbulkan penderitaan individual, tetapi juga menciptakan 

konsekuensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang luas. Pada tingkat 

individu, korban mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat 

kekerasan fisik, eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perlakuan tidak 

manusiawi lainnya. Banyak korban kehilangan kesempatan memperoleh 

pendidikan dan pekerjaan yang layak, serta menghadapi stigma sosial 

ketika kembali ke komunitasnya. Trauma tersebut kerap berkembang 

menjadi gangguan kesehatan mental jangka panjang seperti depresi, 

kecemasan, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang 

menghambat proses pemulihan dan kemandirian korban. 
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Pada tingkat keluarga dan komunitas, perdagangan orang 

merusak struktur sosial dan memperkuat siklus kemiskinan. Ketika 

anggota keluarga menjadi korban, beban ekonomi dan psikologis turut 

dirasakan oleh seluruh keluarga. Dalam banyak kasus, keluarga yang 

sebelumnya sudah berada dalam kondisi rentan semakin terjerumus 

dalam kesulitan ekonomi akibat hilangnya sumber pendapatan atau biaya 

pemulihan korban. Secara sosial, praktik perdagangan orang mengikis 

nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas, serta menciptakan rasa tidak 

aman di masyarakat. Kejahatan ini juga berkontribusi pada normalisasi 

eksploitasi terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak, 

sehingga memperdalam ketimpangan sosial dan gender. 

Dari perspektif ekonomi makro, perdagangan orang mendorong 

tumbuhnya ekonomi gelap (shadow economy) yang beroperasi di luar 

sistem hukum dan perpajakan negara. Aktivitas eksploitasi tenaga kerja 

dan perdagangan seksual menghasilkan keuntungan besar bagi sindikat 

kriminal, tetapi tidak memberikan kontribusi legal terhadap 

perekonomian nasional. Sebaliknya, praktik tersebut justru merugikan 

negara melalui hilangnya potensi pajak, distorsi pasar tenaga kerja, serta 

meningkatnya biaya sosial untuk penegakan hukum dan pemulihan 

korban. Keterlibatan jaringan terorganisir dalam pencucian uang juga 

berpotensi melemahkan integritas sistem keuangan dan tata kelola 

hukum. 

 

B. Korban TPPO dan Kerentanan Multidimensi (Fisik, Psikologis, 

Sosial, Ekonomi) 

 

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan 

subjek hukum yang mengalami penderitaan berlapis dan kompleks. 

Dalam perspektif viktimologi modern, korban tidak dipahami semata-

mata sebagai pihak yang dirugikan secara langsung oleh tindak pidana, 

tetapi sebagai individu yang mengalami dampak multidimensional 

akibat struktur kekuasaan, ketimpangan sosial, dan eksploitasi sistemik. 

Kerentanan korban TPPO bersifat fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, 

serta sering kali saling berkelindan satu sama lain. 

Menurut laporan terbaru United Nations Office on Drugs and 

Crime (UNODC, 2022; 2024), korban perdagangan orang umumnya 

berasal dari kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, pekerja 
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migran, dan masyarakat berpendapatan rendah. Kerentanan tersebut 

bukan hanya kondisi awal sebelum eksploitasi terjadi, tetapi juga kondisi 

yang semakin memburuk setelah korban mengalami perdagangan dan 

eksploitasi. 

 

1. Kerentanan Fisik 

Kerentanan fisik merupakan dampak paling nyata dan langsung 

yang dialami korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam 

banyak kasus, eksploitasi yang terjadi tidak hanya berbentuk penipuan 

atau penyalahgunaan posisi rentan, tetapi juga disertai kekerasan fisik, 

kerja paksa dalam kondisi tidak manusiawi, pembatasan kebebasan 

bergerak, kelaparan, penyiksaan, hingga kekerasan seksual. Tubuh 

korban menjadi objek kontrol dan komodifikasi, sehingga integritas 

fisiknya secara sistematis dilanggar. Situasi ini menegaskan bahwa 

TPPO bukan sekadar pelanggaran hukum pidana, melainkan serangan 

langsung terhadap martabat dan keutuhan tubuh manusia. 

Pada praktiknya, korban kerap mengalami kekerasan dan 

penyiksaan sebagai bentuk kontrol dan intimidasi oleh pelaku. 

Pemukulan, ancaman dengan senjata, pengurungan di ruang tertutup, 

serta perampasan dokumen identitas merupakan metode umum untuk 

memastikan korban tetap patuh dan tidak melarikan diri. Dalam kasus 

eksploitasi seksual, kekerasan sering terjadi secara berulang dan 

sistematis, menyebabkan cedera fisik serius, gangguan kesehatan 

reproduksi, serta risiko tinggi terhadap infeksi menular seksual. Laporan 

International Organization for Migration (2023) menunjukkan bahwa 

sebagian besar korban yang berhasil diselamatkan mengalami gangguan 

kesehatan fisik akibat kerja berlebihan, kurang gizi, dan kekerasan 

berkepanjangan. Banyak darinya tiba dalam kondisi dehidrasi, anemia, 

luka terbuka, atau penyakit yang tidak pernah mendapatkan penanganan 

medis yang layak selama masa eksploitasi. 

Kerja paksa dan eksploitasi tenaga menjadi sumber utama 

kerentanan fisik korban TPPO. Dalam praktik kerja paksa, korban 

dipaksa bekerja dalam jam panjang tanpa istirahat memadai, tanpa upah 

yang layak, tanpa perlindungan keselamatan kerja, dan tanpa akses 

terhadap layanan kesehatan. Sektor-sektor informal seperti perkebunan, 

perikanan, konstruksi, pekerjaan rumah tangga, serta industri hiburan 

sering menjadi lokasi eksploitasi karena minimnya pengawasan dan 
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lemahnya perlindungan hukum. International Labour Organization 

dalam laporan Global Estimates of Modern Slavery (2022) menegaskan 

bahwa jutaan orang hidup dalam kondisi kerja paksa, dengan 

perdagangan orang sebagai salah satu mekanisme utama perekrutan dan 

pengendalian korban. Dampaknya tidak hanya berupa kelelahan fisik 

ekstrem, tetapi juga penyakit kronis, gangguan organ akibat paparan 

bahan berbahaya, kecelakaan kerja tanpa perawatan, hingga kecacatan 

permanen. 

 

2. Kerentanan Psikologis 

Kerentanan psikologis merupakan dampak mendalam yang 

hampir selalu menyertai pengalaman korban tindak pidana perdagangan 

orang (TPPO). Jika luka fisik dapat terlihat dan diobati secara medis, 

luka psikologis sering kali tersembunyi namun berdampak jauh lebih 

kompleks dan berkepanjangan. Eksploitasi, kekerasan, ancaman, serta 

hilangnya kebebasan dalam waktu lama menghancurkan rasa aman, 

harga diri, dan integritas mental korban. Banyak korban mengalami 

tekanan emosional berat yang tetap membekas bahkan setelah ia berhasil 

diselamatkan. Trauma ini tidak hanya memengaruhi kondisi kejiwaan, 

tetapi juga kemampuan korban untuk mengambil keputusan, 

mempercayai orang lain, dan membangun kembali kehidupannya. 

Salah satu dampak psikologis yang paling umum adalah 

munculnya post-traumatic stress disorder (PTSD), depresi berat, 

kecemasan kronis, dan gangguan tidur. Pengalaman kekerasan berulang 

terutama dalam kasus eksploitasi seksual dan kerja paksa menimbulkan 

perasaan takut yang terus-menerus, kilas balik (flashback), mimpi buruk, 

serta reaksi panik terhadap situasi tertentu. Korban sering merasa 

kehilangan kendali atas hidupnya dan mengalami disosiasi sebagai 

mekanisme bertahan dari tekanan ekstrem. Laporan United Nations 

Office on Drugs and Crime (2022) mencatat bahwa banyak korban TPPO 

menunjukkan gejala learned helplessness, yaitu kondisi psikologis 

ketika individu merasa tidak berdaya dan meyakini bahwa segala upaya 

untuk melawan atau melarikan diri akan sia-sia. Dalam keadaan ini, 

korban dapat tampak pasif atau patuh, padahal sikap tersebut merupakan 

respons terhadap trauma dan kekerasan sistematis yang dialaminya. 

Korban khususnya yang mengalami eksploitasi seksual sering 

menghadapi rasa malu, bersalah, dan harga diri yang rendah. Dalam 
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masyarakat yang memiliki norma sosial kuat terkait kehormatan dan 

moralitas, korban dapat mengalami stigma internal yang memperburuk 

kondisi psikologisnya. Ia kerap menyalahkan diri sendiri atas apa yang 

terjadi, meskipun secara hukum dan moralnya adalah pihak yang 

dieksploitasi. Office of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights (2023) menegaskan bahwa pemulihan psikologis korban 

perdagangan orang memerlukan pendekatan berbasis hak asasi manusia 

yang menghormati martabat korban, menjamin kerahasiaan, serta 

menyediakan dukungan psikososial berkelanjutan. Tanpa dukungan 

tersebut, risiko depresi jangka panjang, isolasi sosial, bahkan keinginan 

bunuh diri dapat meningkat. 

 

3. Kerentanan Sosial 

Kerentanan sosial korban tindak pidana perdagangan orang 

(TPPO) muncul dari interaksi kompleks antara stigma masyarakat, 

marginalisasi struktural, dan lemahnya sistem perlindungan sosial. 

Setelah berhasil diselamatkan, korban tidak serta-merta kembali pada 

kondisi sosial yang aman dan suportif. Sebaliknya, sering menghadapi 

reaksi negatif dari lingkungan sekitar yang memandang pengalamannya 

sebagai aib atau kegagalan pribadi. Dalam kasus eksploitasi seksual, 

stigma ini dapat menjadi sangat kuat karena dikaitkan dengan norma 

moral dan kehormatan keluarga. Korban kerap disalahkan atas situasi 

yang dialaminya, meskipun secara faktualnya adalah pihak yang ditipu, 

dipaksa, atau dimanipulasi. Laporan International Organization for 

Migration (2023) menegaskan bahwa stigma sosial merupakan salah 

satu hambatan utama dalam proses reintegrasi korban ke dalam 

masyarakat. Tanpa dukungan keluarga dan komunitas, korban berisiko 

mengalami isolasi sosial yang berkepanjangan dan bahkan menjadi 

target perdagangan ulang (re-trafficking) karena tetap berada dalam 

kondisi rentan. 

Korban perdagangan orang sering kehilangan identitas sosial 

yang sebelumnya melekat pada dirinya. Selama masa eksploitasi, banyak 

korban kehilangan dokumen identitas, akses terhadap pendidikan, serta 

hubungan sosial yang menjadi bagian dari kehidupannya. Ketika 

kembali, ia mungkin tidak lagi memiliki pekerjaan, status pendidikan, 

atau jaringan sosial yang mendukung. Kehilangan ini bukan sekadar 

administratif, melainkan juga simbolik korban merasa tercerabut dari 



Hak resitusi korban   10 

 

peran sosialnya sebagai anggota keluarga, pekerja, atau pelajar. Dalam 

perspektif sosiologis, situasi tersebut dapat memicu marginalisasi 

struktural yang memperpanjang siklus kemiskinan dan 

ketidakberdayaan. Ketika akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan 

layanan publik terhambat, korban kesulitan membangun kembali 

kemandirian sosial-ekonominya. 

Kerentanan sosial juga tercermin dalam hambatan akses terhadap 

keadilan. Banyak korban TPPO enggan melapor atau bersaksi karena 

rasa takut terhadap ancaman pelaku, kekhawatiran akan stigma, atau 

ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Kurangnya informasi 

mengenai hak-hak hukum serta minimnya pendampingan hukum 

memperburuk situasi tersebut. Dalam banyak kasus, ketidakseimbangan 

kekuasaan antara pelaku yang sering kali bagian dari jaringan 

terorganisir dan korban yang berada dalam posisi rentan membuat proses 

hukum terasa intimidatif. Tanpa mekanisme perlindungan saksi dan 

korban yang efektif, korban dapat kembali mengalami tekanan 

psikologis dan sosial selama proses peradilan berlangsung. 

 

4. Kerentanan Ekonomi 

Kerentanan ekonomi merupakan dimensi yang sangat krusial 

dalam memahami tindak pidana perdagangan orang (TPPO), karena 

faktor ekonomi sering kali menjadi pendorong awal sekaligus 

konsekuensi lanjutan dari eksploitasi yang dialami korban. Dalam 

banyak kasus, korban berasal dari keluarga miskin, daerah dengan 

tingkat pengangguran tinggi, atau wilayah dengan akses pendidikan dan 

lapangan kerja yang terbatas. Ketimpangan ekonomi dan kurangnya 

kesempatan kerja layak menciptakan situasi di mana tawaran pekerjaan 

dengan gaji tinggi baik di dalam maupun luar negeri menjadi sangat 

menarik, meskipun tidak jelas legalitas dan keamanannya. International 

Labour Organization dalam laporan Global Estimates of Modern 

Slavery (2022) menegaskan bahwa kemiskinan struktural, rendahnya 

perlindungan tenaga kerja, dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan 

layak secara signifikan meningkatkan risiko seseorang menjadi korban 

eksploitasi dan kerja paksa. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

perdagangan orang tidak dapat dilepaskan dari persoalan ketidakadilan 

ekonomi yang bersifat sistemik. 
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Kerugian ekonomi yang dialami korban semakin dalam dan 

kompleks. Korban kehilangan kesempatan untuk bekerja secara layak, 

melanjutkan pendidikan, atau mengembangkan keterampilan yang dapat 

meningkatkan taraf hidupnya. Dalam banyak kasus, pelaku 

membebankan biaya perekrutan, pengurusan dokumen, atau perjalanan 

kepada korban dalam bentuk utang yang harus “dibayar” melalui kerja 

paksa. Skema utang ini sering kali bersifat manipulatif dan tidak 

transparan, sehingga korban terperangkap dalam jeratan utang 

berkepanjangan (debt bondage). Akibatnya, daripada memperoleh 

penghasilan, korban justru kehilangan potensi pendapatan dan masa 

depan ekonomi yang seharusnya dapat ia bangun. Kerugian tersebut 

tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga yang 

bergantung pada kontribusi ekonomi korban. 

Kerentanan ekonomi juga berkaitan erat dengan risiko 

reviktimisasi. Setelah diselamatkan, banyak korban kembali ke 

lingkungan sosial yang sama tanpa perubahan signifikan dalam kondisi 

ekonominya. Tanpa akses terhadap modal usaha, pelatihan keterampilan, 

atau pekerjaan yang layak, korban tetap berada dalam situasi rentan yang 

dapat kembali dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang. 

Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, 

perumahan, dan pendidikan anak mendorong sebagian korban untuk 

menerima kembali tawaran kerja berisiko tinggi. Oleh karena itu, 

pemulihan ekonomi menjadi elemen kunci dalam upaya perlindungan 

korban. Tanpa intervensi yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi 

dan penguatan sistem perlindungan sosial, korban TPPO akan terus 

terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan eksploitasi yang berulang. 

 

C. Posisi Restitusi dalam Sistem Perlindungan Korban 

 

Restitusi merupakan salah satu instrumen paling penting dalam 

arsitektur perlindungan korban tindak pidana, khususnya dalam konteks 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Jika perdagangan orang 

dipahami sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang 

menimbulkan kerentanan multidimensi, maka respons hukum tidak 

dapat berhenti pada penghukuman pelaku semata. Sistem peradilan 

pidana modern dituntut untuk mengintegrasikan dimensi pemulihan 
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korban sebagai bagian dari keadilan substantif. Dalam konteks inilah 

restitusi memperoleh posisi strategis. 

Secara konseptual, restitusi menandai pergeseran paradigma dari 

sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pelaku (offender-oriented 

justice) menuju sistem yang berorientasi pada korban (victim-centered 

justice). Pergeseran ini didorong oleh perkembangan viktimologi, 

hukum hak asasi manusia, dan prinsip keadilan restoratif yang semakin 

menguat dalam praktik hukum internasional dan nasional. 

 

1. Evolusi Konsep Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana 

Evolusi konsep perlindungan korban dalam hukum pidana 

menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dari pendekatan 

klasik yang berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang lebih 

berpusat pada korban (victim-centered approach). Dalam sistem hukum 

pidana klasik yang dipengaruhi oleh pemikiran retributif, kejahatan 

dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara atau ketertiban umum, 

sehingga fokus utama peradilan adalah pembuktian kesalahan dan 

penghukuman pelaku. Korban sering kali hanya berperan sebagai saksi 

untuk mendukung proses pembuktian, sementara kerugian yang 

dialaminya dianggap sebagai persoalan privat yang harus diselesaikan 

melalui gugatan perdata terpisah. Dalam kerangka ini, pemulihan korban 

bukanlah prioritas utama sistem peradilan pidana. 

Perkembangan viktimologi sejak dekade 1970-an mulai 

mengkritik pendekatan tersebut. Kajian viktimologi menekankan bahwa 

kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga 

peristiwa yang menimbulkan penderitaan nyata bagi individu korban. 

Tekanan akademik dan advokasi internasional mendorong lahirnya 

standar global yang mengakui hak-hak korban secara eksplisit. Tonggak 

penting dalam perkembangan ini adalah Declaration of Basic Principles 

of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang diadopsi oleh 

United Nations pada tahun 1985. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa 

korban memiliki hak atas akses terhadap keadilan, perlakuan yang adil 

dan bermartabat, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara apabila 

restitusi tidak memadai, serta rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial. 

Pengakuan ini menjadi landasan normatif bagi negara-negara untuk 

mereformasi sistem peradilan pidana agar lebih responsif terhadap 

kebutuhan korban. 
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Prinsip-prinsip tersebut kemudian diperkuat dalam berbagai 

instrumen internasional lainnya, termasuk Protocol to Prevent, Suppress 

and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children 

yang melengkapi United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime. Protokol tersebut secara tegas mengatur kewajiban 

negara untuk melindungi dan membantu korban perdagangan orang, 

termasuk memastikan akses terhadap pemulihan dan kompensasi. 

Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime (2022), 

negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk menyediakan 

mekanisme efektif agar korban perdagangan orang dapat memperoleh 

restitusi dan bentuk pemulihan lainnya sebagai bagian integral dari 

proses peradilan. 

 

2. Pengertian dan Karakter Restitusi 

Restitusi dalam hukum pidana dipahami sebagai kewajiban 

pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian yang diderita korban 

sebagai akibat langsung dari perbuatannya. Konsep ini berakar pada 

prinsip pertanggungjawaban individual, di mana pelaku tidak hanya 

dijatuhi pidana sebagai bentuk pembalasan atau pencegahan, tetapi juga 

diwajibkan memulihkan kerugian konkret yang timbul. Kerugian 

tersebut dapat berbentuk materiil maupun immateriil. Kerugian materiil 

mencakup kehilangan pendapatan, biaya perawatan medis, biaya 

rehabilitasi, kehilangan harta benda, serta biaya lain yang secara nyata 

dapat dihitung secara ekonomi. Sementara itu, kerugian immateriil 

meliputi penderitaan psikologis, trauma, rasa takut berkepanjangan, 

kehilangan kesempatan pendidikan atau pekerjaan, serta dampak sosial 

yang mengurangi kualitas hidup korban. Dengan cakupan tersebut, 

restitusi mencerminkan pengakuan bahwa dampak kejahatan tidak hanya 

bersifat fisik atau finansial, tetapi juga menyentuh dimensi emosional 

dan sosial korban. 

Restitusi perlu dibedakan dari kompensasi. Kompensasi pada 

umumnya dibayarkan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab sosial 

ketika pelaku tidak mampu atau tidak diketahui, sedangkan restitusi 

bersumber langsung dari pelaku sebagai konsekuensi hukum atas 

kesalahannya. Perbedaan ini menegaskan bahwa restitusi memiliki 

dimensi moral dan yuridis yang kuat, karena menempatkan pelaku 

sebagai pihak yang secara langsung bertanggung jawab terhadap 
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pemulihan korban. Dalam konteks ini, restitusi menjadi bagian integral 

dari putusan pidana dan bukan sekadar tuntutan perdata terpisah. 

Menurut International Organization for Migration (2023), 

restitusi memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi reparatif, yaitu 

memulihkan kerugian korban sejauh mungkin agar kondisi korban dapat 

kembali mendekati keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Fungsi ini 

menekankan aspek konkret dari pemulihan, seperti pembayaran biaya 

pengobatan atau penggantian pendapatan yang hilang. Kedua, fungsi 

simbolik, yakni pengakuan resmi dari sistem hukum bahwa korban 

benar-benar mengalami penderitaan dan bahwa pelaku bertanggung 

jawab atas penderitaan tersebut. Fungsi simbolik ini sangat penting, 

terutama dalam kasus-kasus kejahatan berat seperti perdagangan orang, 

karena memberikan validasi atas pengalaman korban dan menguatkan 

martabatnya di hadapan hukum. 

3. Restitusi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 

Pada perspektif hak asasi manusia, restitusi merupakan bagian 

integral dari hak atas pemulihan yang efektif (right to an effective 

remedy), yaitu hak setiap orang untuk memperoleh perbaikan yang layak 

ketika hak-haknya dilanggar. Prinsip ini berakar dalam berbagai 

instrumen internasional, termasuk Universal Declaration of Human 

Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights, yang 

menegaskan bahwa setiap orang berhak atas upaya hukum yang efektif 

melalui lembaga peradilan yang berwenang. Dalam kerangka tersebut, 

pemulihan tidak hanya dimaknai sebagai penghukuman pelaku, tetapi 

juga sebagai pemulihan hak dan martabat korban secara menyeluruh. 

Pendekatan berbasis hak asasi manusia memandang korban 

bukan sekadar objek perlindungan, melainkan subjek hak yang memiliki 

klaim sah terhadap negara.Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights (2023) menegaskan bahwa pemulihan 

korban pelanggaran hak asasi manusia harus mencakup empat bentuk 

utama, yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan 

ketidakberulangan (guarantees of non-repetition). Restitusi dalam 

konteks ini berarti upaya untuk mengembalikan korban pada kondisi 

sedekat mungkin dengan keadaan sebelum pelanggaran terjadi, termasuk 

pemulihan kebebasan, identitas, pekerjaan, dan hak-hak sipil lainnya. 

Kompensasi berfokus pada penggantian kerugian yang dapat dinilai 

secara finansial, rehabilitasi mencakup layanan medis dan psikososial, 
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sementara jaminan ketidakberulangan menuntut reformasi struktural 

agar pelanggaran serupa tidak terulang. 

Pada konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 

kewajiban negara tidak berhenti pada penangkapan dan penghukuman 

pelaku. Negara memiliki tanggung jawab positif untuk memastikan 

korban memperoleh akses terhadap pemulihan yang efektif dan 

memadai, termasuk mekanisme restitusi yang dapat dilaksanakan secara 

nyata. Hal ini selaras dengan standar internasional dalam Protocol to 

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women 

and Children yang mengharuskan negara pihak untuk 

mempertimbangkan langkah-langkah guna memastikan korban dapat 

memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya. 

 

 

 

Gambar 2. Due Diligence 

 
Sumber: Casa Traning 

Apabila negara gagal menyediakan mekanisme restitusi yang 

efektif misalnya melalui prosedur yang berbelit, putusan yang tidak 

dapat dieksekusi, atau ketiadaan dukungan hukum bagi korban 
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kegagalan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran kewajiban 

negara berdasarkan prinsip due diligence. Prinsip ini menuntut negara 

untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan 

pelanggaran hak asasi manusia secara sungguh-sungguh dan efektif. 

Dengan demikian, restitusi dalam perspektif hak asasi manusia bukan 

sekadar kebijakan pilihan, melainkan kewajiban hukum yang melekat 

pada tanggung jawab negara untuk melindungi dan memulihkan 

martabat korban. 

 

4. Restitusi dalam Sistem Hukum Indonesia 

Di Indonesia, hak restitusi bagi korban tindak pidana 

perdagangan orang (TPPO) diatur secara eksplisit dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Undang-undang ini menegaskan bahwa korban 

berhak memperoleh restitusi yang mencakup penggantian atas 

kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang dialami, biaya 

perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang secara 

langsung timbul akibat tindak pidana. Dengan demikian, secara 

normatif, hukum nasional telah mengakui restitusi sebagai bagian 

integral dari perlindungan korban, bukan sekadar tambahan opsional 

dalam putusan pidana. 

Penguatan posisi restitusi juga tercermin dalam peran Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang berdasarkan mandat 

undang-undang memiliki kewenangan untuk membantu korban dalam 

pengajuan restitusi, melakukan penilaian kerugian, serta memberikan 

pendampingan hukum selama proses peradilan. LPSK berperan 

menjembatani kebutuhan korban dengan mekanisme peradilan pidana, 

termasuk menghitung nilai kerugian materiil dan immateriil secara lebih 

komprehensif. Dalam praktiknya, LPSK sering menjadi aktor kunci 

karena banyak korban TPPO berada dalam posisi rentan secara ekonomi, 

sosial, dan psikologis, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk 

memperjuangkan haknya secara mandiri. 

Secara konseptual, sistem hukum Indonesia telah 

mengintegrasikan restitusi ke dalam proses peradilan pidana, sehingga 

permohonan restitusi dapat diajukan dan diputus bersamaan dengan 

perkara pokok. Hal ini menandai pergeseran dari paradigma lama yang 

memisahkan ganti rugi ke ranah perdata. Restitusi kini menjadi bagian 
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dari putusan pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat 

dieksekusi sebagaimana putusan lainnya. Dengan konstruksi ini, restitusi 

secara normatif memiliki kedudukan yang kuat dan sejalan dengan 

pendekatan keadilan restoratif serta standar internasional perlindungan 

korban. 

Terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma dan 

implementasi. Laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (2023) menunjukkan bahwa tidak semua putusan perkara TPPO 

memuat perintah restitusi, meskipun korban telah mengajukan 

permohonan. Dalam sejumlah kasus, restitusi tidak dipertimbangkan 

secara optimal karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum 

atau keterbatasan pembuktian kerugian. Selain itu, nilai restitusi yang 

dikabulkan sering kali jauh lebih rendah dibandingkan kerugian aktual 

korban, terutama untuk komponen kerugian immateriil seperti trauma 

psikologis, kehilangan kesempatan pendidikan, atau dampak jangka 

panjang terhadap kualitas hidup. 

Temuan serupa disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2024), yang 

mencatat bahwa efektivitas pelaksanaan restitusi masih menghadapi 

hambatan struktural. Salah satu kendala utama adalah tidak 

dilakukannya pelacakan dan pembekuan aset pelaku sejak tahap 

penyidikan. Akibatnya, ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, 

pelaku sering kali dinyatakan tidak memiliki aset yang dapat dieksekusi. 

Dalam kondisi demikian, restitusi menjadi sulit direalisasikan dan 

berpotensi hanya menjadi “hak di atas kertas”. 

Permasalahan lain berkaitan dengan koordinasi antar-lembaga. 

Eksekusi restitusi memerlukan sinergi antara penyidik, jaksa, 

pengadilan, dan lembaga pelaksana eksekusi. Tanpa mekanisme yang 

terintegrasi, proses penagihan dan penyitaan aset berjalan lambat atau 

tidak efektif. Selain itu, belum optimalnya penggunaan instrumen 

perampasan aset dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara TPPO 

turut membatasi potensi pemulihan aset bagi korban. 

 

D. Rumusan Masalah dan Tujuan Penulisan Buku 

 

Pembahasan mengenai hak restitusi bagi korban Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO) tidak dapat dilepaskan dari problematika 
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konseptual, normatif, dan implementatif dalam sistem hukum pidana 

Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang 

relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta 

penguatan hak korban melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, praktik pemenuhan hak restitusi 

masih menghadapi berbagai kendala. Dalam konteks global, mandat 

pemulihan korban juga ditegaskan dalam Protocol to Prevent, Suppress 

and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

yang mewajibkan negara pihak untuk menyediakan mekanisme 

kompensasi dan restitusi bagi korban perdagangan orang. 

Terdapat kesenjangan antara norma dan praktik. Berbagai 

laporan internasional, seperti Global Report on Trafficking in Persons 

yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, 

menunjukkan bahwa meskipun banyak negara telah mengakui hak 

restitusi secara normatif, tingkat realisasi pembayaran kepada korban 

masih rendah. Kondisi serupa juga tercermin dalam praktik nasional, di 

mana putusan pengadilan yang memuat amar restitusi sering kali tidak 

diikuti dengan eksekusi yang efektif. Berdasarkan realitas tersebut, 

diperlukan perumusan masalah yang jelas dan terarah agar kajian 

mengenai hak restitusi korban TPPO dapat memberikan kontribusi 

akademik maupun praktis. 

 

1. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam buku ini disusun untuk menjawab 

persoalan-persoalan mendasar mengenai kedudukan dan efektivitas 

restitusi dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam 

konteks perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

Pertama, buku ini mengkaji bagaimana konstruksi normatif hak restitusi 

korban TPPO dibangun dalam sistem hukum nasional. Analisis 

difokuskan pada landasan yuridis yang tersebar dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Kajian ini 

bertujuan menilai konsistensi, harmonisasi, dan kecukupan norma dalam 
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menjamin hak restitusi, sekaligus mengidentifikasi potensi disharmoni 

regulasi yang dapat menghambat pemenuhan hak korban secara efektif. 

Kedua, buku ini menelaah bagaimana implementasi hak restitusi 

tersebut berlangsung dalam praktik peradilan pidana. Pertanyaan ini 

bersifat empiris dan mencakup seluruh tahapan proses peradilan, mulai 

dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga 

eksekusi putusan. Fokus kajian meliputi prosedur pengajuan restitusi 

oleh korban, peran aparat penegak hukum dalam memfasilitasi dan 

mengadvokasi hak tersebut, mekanisme pembuktian kerugian materiil 

dan immateriil, serta hambatan normatif dan praktis dalam pelaksanaan 

putusan restitusi. Sejumlah laporan internasional, seperti yang 

diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (2022) dan 

International Organization for Migration (2023), menunjukkan bahwa 

dalam banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, restitusi kerap bersifat 

deklaratif dalam amar putusan tanpa diikuti mekanisme eksekusi yang 

efektif. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara pengakuan hak 

secara normatif dan realisasi hak secara faktual. 

Ketiga, buku ini mengajukan pertanyaan kritis mengenai sejauh 

mana restitusi korban TPPO telah mencerminkan paradigma victim-

centered justice. Meskipun kerangka hukum nasional telah mengadopsi 

pendekatan perlindungan korban, praktik peradilan pidana masih 

cenderung berorientasi pada pelaku (offender-oriented justice). Korban 

sering kali diposisikan sebagai alat pembuktian semata, bukan sebagai 

subjek yang memiliki hak atas pemulihan yang komprehensif. Oleh 

karena itu, perlu dianalisis apakah konsep keadilan restoratif benar-benar 

terinternalisasi dalam praktik peradilan, dan bagaimana restitusi dapat 

berfungsi sebagai instrumen konkret untuk menggeser orientasi sistem 

menuju pemulihan korban. 

Keempat, buku ini berupaya merumuskan model ideal 

rekonstruksi kerangka hukum restitusi korban TPPO di Indonesia. 

Dimensi ini bersifat preskriptif, dengan menawarkan rekomendasi 

penguatan daya paksa eksekusi restitusi, integrasi dengan sistem 

perlindungan sosial, pembentukan mekanisme dana talangan negara 

ketika pelaku tidak mampu membayar, serta reformulasi norma hukum 

agar lebih berperspektif korban. Dengan demikian, rumusan masalah 

dalam buku ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga solutif, 
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dengan tujuan mendorong pembaruan sistem hukum yang lebih adil dan 

responsif terhadap kebutuhan korban TPPO. 

 

2. Tujuan Penulisan Buku 

Tujuan penulisan buku ini dirumuskan dalam dua dimensi, yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus, yang secara keseluruhan diarahkan 

untuk memperkuat kerangka hukum dan praktik perlindungan korban 

tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya dalam aspek 

restitusi. Secara umum, buku ini bertujuan untuk mengkaji secara 

komprehensif hak restitusi korban TPPO dalam perspektif hukum pidana 

dan hak asasi manusia. Kajian ini tidak hanya menelaah norma positif 

dalam peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga 

mengaitkannya dengan perkembangan standar internasional yang 

menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum. Selain 

itu, buku ini bertujuan menganalisis efektivitas pengaturan dan 

implementasi restitusi dalam sistem hukum Indonesia, dengan menilai 

sejauh mana norma yang ada benar-benar mampu memberikan 

pemulihan yang nyata bagi korban. Pada akhirnya, buku ini menawarkan 

rekonstruksi normatif guna memperkuat perlindungan dan pemulihan 

korban TPPO, sehingga hukum pidana Indonesia bergerak menuju 

paradigma yang lebih berorientasi pada korban (victim-centered justice), 

sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. 

Adapun secara khusus, tujuan pertama adalah mengidentifikasi 

dan menganalisis dasar hukum restitusi korban TPPO, baik dalam 

regulasi nasional maupun instrumen internasional. Analisis ini 

mencakup pengaturan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia 

serta kewajiban negara sebagaimana ditegaskan dalam Protocol to 

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women 

and Children, yang menjadi fondasi global dalam penanggulangan 

perdagangan orang. Instrumen tersebut menekankan pentingnya akses 

korban terhadap kompensasi dan pemulihan yang efektif, sehingga 

menjadi rujukan dalam penguatan norma restitusi di berbagai negara. 

Tujuan khusus kedua adalah mengkaji hambatan normatif dan 

praktis dalam pelaksanaan restitusi. Buku ini berupaya mengungkap 

berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pembayaran 

restitusi, seperti ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam 

mengintegrasikan tuntutan restitusi sejak tahap penyidikan, 
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kompleksitas pembuktian kerugian materiil dan immateriil, 

ketidakmampuan finansial pelaku, serta lemahnya mekanisme eksekusi 

putusan. Analisis ini penting agar rekomendasi yang dihasilkan tidak 

bersifat abstrak, melainkan berbasis pada realitas empiris di lapangan. 

Tujuan khusus ketiga adalah menganalisis restitusi dalam 

perspektif keadilan restoratif dan hak asasi manusia. Restitusi dipahami 

bukan sekadar sebagai instrumen finansial, melainkan sebagai bagian 

dari pemulihan martabat dan hak korban. Dengan pendekatan berbasis 

hak (rights-based approach), negara dipandang memiliki kewajiban 

untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak korban atas 

pemulihan yang efektif. 

Terakhir, buku ini bertujuan merumuskan model ideal penguatan 

hak restitusi korban TPPO di Indonesia. Rekomendasi yang diajukan 

mencakup reformulasi regulasi, penguatan daya paksa eksekusi, 

pembentukan skema dana talangan negara ketika pelaku tidak mampu 

membayar, serta optimalisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban dalam mendampingi dan memastikan realisasi hak korban. 

Dengan demikian, buku ini tidak hanya bersifat analitis, tetapi juga 

konstruktif dan preskriptif. 

 

3. Signifikansi Akademik dan Praktis 

Penulisan buku ini memiliki arti penting baik dalam ranah 

akademik maupun praktik hukum. Signifikansi tersebut terletak pada 

upaya menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang mengakui 

hak restitusi korban TPPO dan realitas implementasinya dalam sistem 

peradilan pidana Indonesia. 

Secara akademik, buku ini berkontribusi pada pengembangan 

teori hukum pidana yang berorientasi pada korban (victim-oriented 

criminal law). Selama ini, hukum pidana klasik lebih menekankan pada 

hubungan antara negara dan pelaku, sehingga korban cenderung 

ditempatkan sebagai pihak pasif. Dengan mengkaji restitusi sebagai hak 

substantif korban, buku ini mendorong penguatan paradigma victim-

centered justice yang menempatkan pemulihan korban sebagai salah satu 

tujuan utama sistem peradilan pidana. Selain itu, buku ini memperkaya 

studi viktimologi dalam konteks tindak pidana perdagangan orang 

(TPPO), sebuah kejahatan yang memiliki dimensi kompleks, lintas 

negara, dan berbasis eksploitasi. Pendekatan viktimologis 
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memungkinkan analisis yang lebih sensitif terhadap kerentanan korban, 

dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan, serta 

kebutuhan pemulihan jangka panjang. 

Buku ini juga berkontribusi pada kajian integrasi antara hukum 

pidana dan hukum hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, restitusi tidak 

hanya dipahami sebagai instrumen hukum nasional, tetapi juga sebagai 

perwujudan kewajiban negara berdasarkan standar internasional, seperti 

yang ditegaskan dalam Protocol to Prevent, Suppress and Punish 

Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Integrasi 

perspektif ini memperluas cakupan analisis dari sekadar teknis yuridis 

menuju pendekatan berbasis hak (rights-based approach), yang 

menekankan tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan efektif 

bagi korban. Mengingat kajian tentang restitusi dalam konteks hukum 

pidana Indonesia masih relatif terbatas, buku ini diharapkan dapat 

memperkaya literatur dan menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan. 

Secara praktis, buku ini memiliki nilai guna yang konkret. Bagi 

aparat penegak hukum penyidik, jaksa, dan hakim buku ini dapat 

menjadi referensi dalam memahami dasar hukum, mekanisme, serta 

urgensi pengajuan dan pelaksanaan restitusi dalam perkara TPPO. Bagi 

pembentuk undang-undang dan perancang kebijakan, analisis dan 

rekomendasi yang disajikan dapat menjadi rujukan dalam mereformasi 

regulasi, memperkuat daya paksa eksekusi, serta mempertimbangkan 

pembentukan skema dana talangan negara. Sementara itu, bagi lembaga 

pendamping korban dan organisasi masyarakat sipil, buku ini dapat 

berfungsi sebagai panduan advokasi dalam memperjuangkan hak 

restitusi secara lebih sistematis dan berbasis argumentasi hukum yang 

kuat. 

 

4. Penegasan Arah Kajian 

Dengan bertolak dari rumusan masalah dan tujuan yang telah 

dirumuskan, buku ini secara tegas diarahkan pada tiga poros utama 

kajian, yaitu analisis normatif, kritik terhadap praktik peradilan, dan 

perumusan rekonstruksi hukum yang lebih responsif terhadap korban. 

Pertama, buku ini melakukan analisis normatif terhadap regulasi 

yang mengatur hak restitusi korban TPPO dalam sistem hukum 

Indonesia. Analisis ini mencakup penelaahan sistematis terhadap 

berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk 
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Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta ketentuan dalam 

KUHP dan KUHAP yang berkaitan dengan ganti kerugian. Fokus kajian 

diarahkan pada konsistensi norma, kejelasan formulasi hak, mekanisme 

pengajuan dan eksekusi restitusi, serta tingkat harmonisasi 

antarperaturan. Dengan pendekatan ini, buku berupaya mengidentifikasi 

celah hukum, tumpang tindih pengaturan, maupun kekosongan norma 

yang berpotensi menghambat pemenuhan hak korban secara efektif. 

Kedua, buku ini mengkritisi praktik peradilan pidana yang dalam 

banyak kasus belum sepenuhnya berpihak pada korban. Meskipun secara 

normatif restitusi telah diakui sebagai hak korban, dalam praktiknya hak 

tersebut sering kali tidak dioptimalkan. Putusan pengadilan kerap 

mencantumkan restitusi secara deklaratif tanpa mekanisme penegakan 

yang memadai, atau bahkan tidak mempertimbangkan kerugian korban 

secara komprehensif. Kritik ini tidak dimaksudkan untuk 

mendiskreditkan institusi peradilan, melainkan sebagai evaluasi 

konstruktif terhadap orientasi sistem yang masih cenderung berfokus 

pada pelaku (offender-oriented justice). Dengan mengedepankan 

paradigma victim-centered justice, buku ini menekankan perlunya 

pergeseran orientasi agar korban tidak lagi diposisikan sebagai alat 

pembuktian semata, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak 

pemulihan yang setara dan bermartabat. 

Ketiga, buku ini menyusun rekonstruksi kerangka hukum yang 

lebih responsif dan berkeadilan. Rekonstruksi tersebut meliputi 

penguatan daya paksa eksekusi restitusi, integrasi mekanisme restitusi 

dengan sistem perlindungan sosial, serta kemungkinan pembentukan 

skema dana talangan negara untuk menjamin hak korban ketika pelaku 

tidak mampu membayar. Selain itu, diperlukan penguatan peran lembaga 

pendamping korban serta perbaikan prosedur pembuktian kerugian agar 

lebih sederhana dan aksesibel. 

Arah kajian ini sejalan dengan perkembangan hukum 

internasional yang semakin menegaskan tanggung jawab negara dalam 

menjamin pemulihan korban perdagangan orang, sebagaimana 

ditegaskan dalam Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking 

in Persons, Especially Women and Children. Dengan demikian, buku ini 

menempatkan restitusi bukan sekadar sebagai instrumen tambahan 
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dalam hukum pidana, melainkan sebagai indikator komitmen negara 

terhadap keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. 

 

E. Metodologi dan Pendekatan Kajian (Yuridis Normatif–

Komparatif–Kritis) 

 

Pembahasan mengenai hak restitusi korban Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO) dalam buku ini menggunakan metodologi 

penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan penguatan 

pendekatan komparatif dan kritis. Pilihan metodologis ini didasarkan 

pada karakter objek kajian yang berfokus pada norma hukum, struktur 

kelembagaan, serta implementasi hak restitusi dalam sistem peradilan 

pidana Indonesia, yang selanjutnya dianalisis dalam perspektif 

perbandingan dan teori keadilan modern. 

Pendekatan metodologis ini juga mempertimbangkan 

perkembangan hukum internasional dan standar global yang 

menempatkan pemulihan korban sebagai kewajiban negara. Prinsip 

tersebut ditegaskan, antara lain, dalam Protocol to Prevent, Suppress and 

Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, yang 

mewajibkan negara pihak untuk menjamin akses korban terhadap 

kompensasi dan pemulihan. Selain itu, kewajiban pemulihan korban juga 

diperkuat dalam Basic Principles and Guidelines on the Right to a 

Remedy and Reparation, yang menegaskan hak korban atas restitusi, 

kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan. 

Metodologi penelitian ini dirancang untuk menjawab persoalan 

konseptual, normatif, dan implementatif mengenai hak restitusi korban 

TPPO, serta untuk menawarkan rekonstruksi kerangka hukum yang lebih 

berorientasi pada korban (victim-centered justice). 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam buku ini adalah penelitian 

hukum yuridis normatif atau doctrinal legal research, yaitu penelitian 

yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas-asas 

hukum, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama analisis. 

Penelitian hukum normatif berfokus pada sistematika, konsistensi, dan 

sinkronisasi norma dalam suatu sistem hukum, dengan tujuan 

menemukan argumentasi hukum yang preskriptif. Sebagaimana 



25  Buku Referensi 

 

dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2019) dan Peter Mahmud Marzuki 

(2021), penelitian hukum normatif tidak hanya mendeskripsikan 

peraturan yang berlaku, tetapi juga menilai kesesuaian antar norma serta 

memberikan konstruksi hukum yang lebih tepat berdasarkan asas dan 

prinsip hukum yang berlaku. 

Pada konteks buku ini, pendekatan normatif dilakukan melalui 

inventarisasi dan analisis mendalam terhadap berbagai peraturan 

perundang-undangan yang mengatur hak restitusi korban tindak pidana 

perdagangan orang (TPPO). Regulasi yang dikaji meliputi Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, serta ketentuan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, penelitian ini juga menelaah 

berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan mekanisme 

pengajuan, penetapan, dan eksekusi restitusi, guna memahami 

bagaimana norma tersebut dirumuskan dan dioperasionalkan dalam 

sistem hukum nasional. 

Pendekatan ini tidak berhenti pada telaah tekstual terhadap 

peraturan, tetapi juga mengkaji asas-asas hukum yang mendasari 

pengaturan restitusi, seperti asas keadilan, asas pemulihan korban, asas 

perlindungan hak asasi manusia, serta prinsip due diligence negara dalam 

menjamin pemenuhan hak korban. Dengan demikian, analisis dilakukan 

tidak hanya pada tataran normatif formal, tetapi juga pada dimensi 

filosofis dan prinsipil yang menjadi landasan pembentukan norma. 

Selain itu, penelitian ini menganalisis putusan-putusan pengadilan yang 

memuat amar restitusi untuk menilai konsistensi penerapan norma dalam 

praktik peradilan serta mengidentifikasi pola argumentasi hakim dalam 

menentukan dan mengeksekusi restitusi. 

 

2. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam 

penelitian ini digunakan untuk menelaah secara sistematis dan 

komprehensif norma-norma hukum yang mengatur hak restitusi korban 

tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pendekatan ini berangkat dari 

asumsi bahwa permasalahan utama dalam efektivitas restitusi sering kali 

terletak pada konstruksi normatif dan relasi antarperaturan. Oleh karena 
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itu, analisis dilakukan melalui dua dimensi, yaitu analisis vertikal dan 

analisis horizontal, guna memastikan konsistensi, keselarasan, serta 

kekuatan daya laku norma dalam sistem hukum nasional. 

Analisis vertikal bertujuan untuk menilai kesesuaian norma 

restitusi dalam peraturan perundang-undangan nasional dengan prinsip-

prinsip hukum hak asasi manusia internasional. Indonesia sebagai negara 

pihak dalam Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons, Especially Women and Children memiliki kewajiban untuk 

menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban 

perdagangan orang. Selain itu, berbagai instrumen hak asasi manusia 

internasional menegaskan hak korban atas pemulihan efektif (effective 

remedy), yang mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Melalui 

analisis vertikal, penelitian ini menilai apakah norma restitusi dalam 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang telah mencerminkan kewajiban negara 

sebagaimana ditentukan dalam standar internasional tersebut. Analisis 

ini juga menguji sejauh mana regulasi nasional mengakomodasi prinsip 

right to an effective remedy, baik dari aspek substansi hak, prosedur 

pengajuan, maupun jaminan pelaksanaan putusan. 

Analisis horizontal dilakukan untuk menilai harmonisasi 

antarperaturan perundang-undangan di tingkat nasional. Pendekatan ini 

penting karena sistem hukum Indonesia terdiri atas berbagai regulasi 

yang saling berkaitan, sehingga potensi tumpang tindih atau 

inkonsistensi norma dapat terjadi. Dalam konteks restitusi, hubungan 

antara Undang-Undang TPPO dan Undang-Undang Perlindungan Saksi 

dan Korban perlu dianalisis untuk memastikan tidak terjadi perbedaan 

pengaturan mengenai ruang lingkup hak, mekanisme pengajuan, atau 

kewenangan lembaga yang berperan. Selain itu, sinkronisasi dengan 

ketentuan dalam KUHAP mengenai mekanisme penggabungan gugatan 

ganti kerugian dalam perkara pidana juga menjadi fokus kajian, terutama 

terkait prosedur pembuktian dan pelaksanaan putusan. Analisis 

horizontal juga mencakup kesesuaian antara norma restitusi dan praktik 

eksekusi putusan pidana, guna menilai apakah terdapat kesenjangan 

antara perumusan norma dan implementasinya. 

 

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 
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Pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam penelitian 

ini digunakan untuk membedah dan memperjelas konsep-konsep kunci 

yang menjadi fondasi analisis mengenai restitusi korban tindak pidana 

perdagangan orang (TPPO). Pendekatan ini penting karena perdebatan 

mengenai restitusi tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis 

normatif, tetapi juga menyangkut dimensi filosofis, teoritis, dan prinsipil 

dalam hukum pidana dan hak asasi manusia. Dengan memahami konsep 

secara mendalam, analisis dapat ditempatkan dalam kerangka teoritik 

yang lebih sistematis dan argumentatif. 

Beberapa konsep utama yang dianalisis meliputi restitusi, 

keadilan restoratif (restorative justice), victim-centered justice, hak atas 

pemulihan (right to remedy), serta tanggung jawab negara (state 

responsibility). Restitusi dalam literatur hukum modern dipahami 

sebagai bagian dari keadilan korektif (corrective justice), yang secara 

klasik berakar pada pemikiran Aristotle tentang pemulihan 

keseimbangan akibat suatu ketidakadilan. Dalam perkembangan teori 

hukum kontemporer, gagasan ini diperluas oleh para pemikir seperti R. 

A. Duff (2018) yang menekankan dimensi pertanggungjawaban moral 

pelaku, serta Jo-Anne Wemmers (2020) yang membahas pentingnya 

pengakuan dan pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana 

modern. Melalui pendekatan konseptual, restitusi diposisikan bukan 

sekadar sebagai kewajiban finansial, melainkan sebagai mekanisme 

korektif untuk memulihkan ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh 

tindak pidana. 

Pendekatan ini juga memungkinkan analisis yang lebih tajam 

terhadap relasi antara restitusi dan keadilan restoratif. Dalam paradigma 

restoratif, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap individu 

dan relasi sosial, sehingga pemulihan korban menjadi tujuan sentral. 

Konsep victim-centered justice mempertegas bahwa sistem peradilan 

pidana harus menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak 

substantif atas pemulihan, bukan sekadar alat pembuktian. Di sisi lain, 

konsep hak atas pemulihan (right to remedy) dalam hukum hak asasi 

manusia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk 

menjamin akses korban terhadap mekanisme pemulihan yang efektif, 

yang mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. 

 

4. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) 
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Pendekatan komparatif (comparative approach) dalam penelitian 

ini digunakan untuk memperluas perspektif analisis dengan 

membandingkan pengaturan dan praktik restitusi korban tindak pidana 

perdagangan orang (TPPO) di Indonesia dengan berbagai negara lain, 

baik yang menganut tradisi common law maupun civil law. Pendekatan 

ini didasarkan pada pemahaman bahwa persoalan efektivitas restitusi 

bukan hanya isu nasional, melainkan tantangan global yang dihadapi 

banyak sistem hukum. Dengan membandingkan model yang berbeda, 

penelitian dapat mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta inovasi 

kebijakan yang relevan untuk penguatan sistem di Indonesia. 

Secara global, variasi mekanisme pemulihan korban 

perdagangan orang tergambar dalam laporan tahunan United Nations 

Office on Drugs and Crime melalui publikasi Global Report on 

Trafficking in Persons. Laporan tersebut menunjukkan bahwa meskipun 

banyak negara telah mengakui hak korban atas restitusi secara normatif, 

implementasinya sangat beragam. Beberapa negara telah 

mengembangkan skema dana talangan negara (state-funded advance 

schemes) untuk menjamin korban tetap memperoleh pemulihan 

meskipun pelaku tidak mampu membayar. Negara lain memperkuat 

mekanisme penyitaan dan perampasan aset pelaku (asset forfeiture) yang 

secara khusus dialokasikan untuk pembayaran restitusi. Selain itu, 

terdapat pula model victim compensation funds berbasis negara yang 

dikelola secara terpisah dari proses pidana, sehingga korban tidak 

sepenuhnya bergantung pada kemampuan finansial pelaku. 

Dengan pendekatan komparatif ini, penelitian bertujuan untuk 

mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (best practices) yang telah 

terbukti efektif dalam menjamin pemulihan korban. Analisis juga 

dilakukan untuk menilai posisi Indonesia dalam konteks global, apakah 

pengaturan yang ada telah sejalan dengan tren internasional atau masih 

tertinggal dalam hal mekanisme eksekusi dan jaminan pembayaran. 

Dengan demikian, perbandingan ini tidak semata-mata bersifat 

deskriptif, melainkan evaluatif dan kritis. 
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GLOSARIUM 

 

 

 

Advokasi  Advokasi adalah upaya sistematis untuk 

mendampingi, membela, dan memperjuangkan 

hak-hak korban melalui jalur hukum maupun 

kebijakan publik. 

Eksekusi  Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap untuk 

memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban para 

pihak. 

Eksploitasi  Eksploitasi adalah tindakan memanfaatkan 

seseorang secara tidak sah atau melawan hukum 

untuk memperoleh keuntungan, baik dalam bentuk 

tenaga kerja paksa, perbudakan, prostitusi, maupun 

bentuk lain yang merendahkan martabat manusia. 

Implementasi  Implementasi adalah proses penerapan norma atau 

kebijakan hukum ke dalam praktik nyata melalui 

tindakan aparat penegak hukum dan lembaga 

terkait. 

Kompensasi  Kompensasi adalah pemberian ganti kerugian oleh 

negara kepada korban tindak pidana dalam hal 

pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi 

sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan. 

Korban  Korban adalah setiap orang yang mengalami 

penderitaan fisik, psikis, emosional, ekonomi, atau 

sosial sebagai akibat langsung maupun tidak 

langsung dari suatu tindak pidana yang dilakukan 

oleh pelaku. 

Kriminalisasi  Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu 

perbuatan sebagai tindak pidana melalui peraturan 

perundang-undangan yang disertai ancaman sanksi. 

Litigasi  Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa atau 

perkara melalui mekanisme pengadilan yang 

melibatkan pembuktian, pemeriksaan, dan putusan 

hakim. 
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Pelaku  Pelaku adalah individu atau kelompok yang secara 

sengaja maupun karena kelalaiannya melakukan 

perbuatan melawan hukum yang menimbulkan 

kerugian dan dapat dimintai pertanggungjawaban 

pidana. 

Pemulihan  Pemulihan adalah proses komprehensif yang 

bertujuan mengembalikan korban pada kondisi 

kehidupan yang layak melalui dukungan hukum, 

sosial, ekonomi, dan psikologis secara 

berkelanjutan. 

Perdagangan  Perdagangan dalam konteks tindak pidana adalah 

serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, 

pemindahan, penampungan, atau penerimaan 

seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, 

penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk 

tujuan eksploitasi. 

Perlindungan  Perlindungan adalah segala bentuk kebijakan, 

tindakan, dan mekanisme hukum yang dirancang 

untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan 

pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan 

maupun setelahnya. 

Prosedural  Prosedural adalah segala aspek yang berkaitan 

dengan tata cara, tahapan, dan mekanisme hukum 

yang harus dipenuhi dalam proses penegakan 

hukum agar berjalan sah dan adil. 

Regulasi  Regulasi adalah seperangkat aturan atau kebijakan 

yang dibentuk oleh otoritas berwenang untuk 

mengatur perilaku dan menjamin kepastian hukum 

dalam masyarakat. 

Rehabilitasi  Rehabilitasi adalah serangkaian upaya medis, 

psikologis, sosial, dan hukum yang diberikan 

kepada korban untuk memulihkan kondisi fisik, 

mental, serta keberfungsian sosialnya setelah 

mengalami tindak pidana. 

Reparasi  Reparasi adalah bentuk pemulihan menyeluruh 

yang mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, 



 

dan jaminan ketidakberulangan atas pelanggaran 

hukum yang dialami korban. 

Restitusi  Restitusi adalah kewajiban hukum yang dibebankan 

kepada pelaku tindak pidana untuk mengganti 

kerugian korban, baik berupa kerugian materiil 

maupun immateriil, sebagai bagian dari putusan 

pengadilan yang bertujuan memulihkan kondisi 

korban secara adil dan proporsional. 

Viktimisasi  Viktimisasi adalah proses atau keadaan ketika 

seseorang menjadi korban akibat tindakan melawan 

hukum yang menimbulkan kerugian atau 

penderitaan. 

Yuridis  Yuridis adalah segala sesuatu yang berkaitan 

dengan norma, asas, dan ketentuan hukum yang 

menjadi dasar dalam menilai dan memutus suatu 

peristiwa hukum. 
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SINOPSIS 

 

 

Buku referensi “Hak Restitusi Korban Tindak Pidana 

Perdagangan Orang” ini membahas konsep, dasar hukum, dan 

implementasi hak restitusi sebagai instrumen pemulihan korban dalam 

sistem peradilan pidana Indonesia. Perdagangan orang merupakan 

kejahatan transnasional yang berdampak multidimensional, 

menimbulkan kerugian fisik, psikis, sosial, dan ekonomi yang serius bagi 

korban. Oleh karena itu, restitusi tidak hanya dipahami sebagai 

kompensasi finansial, tetapi sebagai bagian dari pendekatan keadilan 

yang berorientasi pada korban dan pemulihan martabat manusia. Buku 

referensi ini membahas kerangka normatif nasional dan internasional, 

mekanisme pengajuan dan pelaksanaan restitusi, peran aparat penegak 

hukum, serta tantangan praktis dalam pembuktian dan eksekusi putusan. 

Dengan pendekatan analitis dan kritis, buku referensi ini membahas 

kesenjangan antara regulasi dan praktik serta menawarkan rekomendasi 

kebijakan untuk memperkuat efektivitas perlindungan korban. Buku 

referensi ini ditujukan bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, dan 

pembuat kebijakan yang berkomitmen mewujudkan sistem peradilan 

yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan korban. 


